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Revisi UU TNI

DPR Tolak Ide Prajurit
Boleh Berbisnis

HARAPAN TNI agar prajurit bisa
berbisnis lewat revisi UU TNI di-
tolak DPR. Wakil rakyat di Senayan
tetap kekeuh, anggota TNI dilarang
berbisnis.

Ketua Komisi I DPR, Meutya
Hafid mengatakan, dalam draft RUU
TNI pun disebutkan, prajurit tetap
dilarang berbisnis. Kata Meutya,
prajurit masth mungkin menjalankan
usaha dengan sistem koperasi yang
selama ini bergulir.
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dimungkinkan untuk kesejahteraan
prajurit saja. tapi bisms tidak boleh,”
kata Meutya, di Jakarta, kemarin.

Politisi Partai Golkar ini menga-
takan, DPR memang sudah menyem-
jui revisi UU TNI sebagai inisiatf
DPR. Namun, hingga saat ini belum
ada pembahasan antara DPR dan
pemerintah. Ta juga mengungkapkan,
dalam draft RUU TNI tidak ada
revisi terhadap pasal yang melarang
prajurit berbisnis.

Sepertn diketahui, usulan agar
prajurit boleh berbisnis disampaikan
oleh Kababinkum TNI., Laksamana
Muda Kresno Buntoro, dalam dengar
pendapat publik RUU Perubahan TNI
vang diselenggarakan Kementenan
Koordinator Bidang Polhukam, di
Jakarta Kamis (12/07/2024). Kata
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dia, Panglirna TNT meminta ada revisi
tentang perluasan jabatan sipil untuk
prajurit dan perpanjangan usia pensiuan.
Selain itu. Kresno juga menyampal-
kan vsulan agar prajunt ditzmbkan onrak
berbisnis, Artinya, TIND meiminta ada re-
wvisl Pasal 39 yang saat ind melarang ang-
ot TNT terlibat dalam kegiatan bisnis,
Kresno menilai larangan ini terlal
ketat Ia mencontohkan personal di ima-
na istri atau keluarga prajurit membuka
warung kecil, yvang secara teknis meli-
batlkkan prajurit ersebur dalam kegiatan
bisnis, meskipun hanya membant.
Dengan Undang-undang yang seki-
rang, kalau diperiksa bisa kena. Karena
itu, TINT berharap agar pasal tersebut
dibuang saj. “Mestinya vang dilarang
adalah instmsi THNI untuk berbizsnis,
tapi kalao prajurit, mau buka warung
kclontong aja. ndak.” cetusnya,
Menangpapi hal tersebut. anggota
Komisi | DPR TB Hasanuddin menya-
kan usulan vang disampaikan Kresno
sah-sah saja. Prajurit TNI jika hanva
sekadar membuka wamng kelontong
boleh saja. Karena tidak masuk ke
karegori bisnis besar vang bakal meng-
gangen mpoksinya sebagai TINI.
Politisi PDIPini menegaskan, penca-
butan larangan bisnis prajunt TN tidak
masuk ke dalam draf RTUTUT TN “Traf
itu sudah ada. Dan adak ada rewvisi
soal TNI boleh berbisnis. TNI boleh

berbisnis itun disampaikan oleh salah
seorang perwira tinggl dalam sebuah
rapat (di TNT), begitu. Bintang 2 kalan
nggak salah vang ngomong.” angkap
TR Hasanuddin, Senin ( 15/7).

Hasanudin mengatakan., konteks
bisnis vang dilamng adalab bisnis besar
vang bisa bapengaruh terhadap mpoksi
THMI. Kalau hanya buka wamng kelon-
tong tidak akan berpengaruh.

“Tiu kan di rumah. Toh vang melaku-
kan istrinya,” mmbahnya,

TB Hasanuddin memperkirakan. per-
putaran wang dan wanung yvang dibuka
keluarga perwira tinggd TINT itu sekitar
Rp300-400) ribu schari. “Jadi bukan
skala bisnis besar,”” tegasnwva.

Peneliti HAM dan Sektor Keamanan
SETARA Institute, Tkhsan Yosarie
menilai vsulan prajurit TINT boleh ber-
bizsnis kontradiktif dan tidak relevan
dengan upaya penguatan TNL Tkhsan
menyebut, penghapusan larangan ke-
giatan bisnis bagi prajurit TNT dapat
menebalkan keterlibatan prajurit TINI
pada bidang-bidang di luar pentahanan
negara. Pasalnya, jika schelumnya hanya
pada bidang sosial -politk, rmelaloi usulan
ini bertambah pada bidang ekonomai.

“Usulan imi dapat menjadi pintu
masuk bagi kemunduran (regresi)
profesionalisme militer, sebab memberi
legitimasi aktivitas komersial bagi
prajurit TNT dan potensi pemanfaatan
aspek keprajuritan unmk hal-hal di hoar
poertahanan negara” tegas [khsan dalam
rilis yvang ditenma., Mingou(14/7 ). mBCG
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